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RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR........TAHUN.....
TENTANG 

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,
	Menimbang
	:
	a. bahwa penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik memiliki peran penting untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945;
b. bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam usaha penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;
c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
d. bahwa untuk memberi arah, landasan, dan kepastian hukum bagi aparatur pemerintahan daerah dan semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik perlu diadakan pengaturan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;


	Mengingat
	:
	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29     Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255);


Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 
dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:
	Menetapkan 
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.

6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se-Bali.

8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

10. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

11. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

12. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.

13. Distribusi  tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

14. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

15. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

16. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

17. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

18. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

19. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

20. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus-menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.

21. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

22. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

23. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).

24. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. 

BAB  II

RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan usaha penyediaan tenaga listrik, mencakup:

a. usaha penyediaan tenaga listrik;
b. harga jual, sewa jaringan dan penetapan tarif tenaga listrik; dan
c. instalasi tenaga listrik.
BAB  III
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3
Usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas: 

a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal  4
Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha lainnya.
Bagian kedua
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 5
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah.

Pasal  6
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi jenis usaha :
a. pembangkitan tenaga listrik;
b. transmisi tenaga listrik;
c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
d. penjualan tenaga listrik.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
Paragraf 2

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Pasal  7
Setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib mempunyai izin.

Pasal 8
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya di kabupaten/kota wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya berada di kabupaten/kota.
(3) Gubernur menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota.

Pasal  9
(1) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dengan mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dilengkapi dengan persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. identitas pemohon;
b. profil pemohon;
c. nomor pokok wajib pajak; dan
d. kemampuan pendanaan.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;

b. lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

c. diagram satu garis (single line diagram);

d. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;

e. jadwal pembangunan; dan
f. jadwal pengoperasian.
(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pasal  10
Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal  11
(1) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berhak :
a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
c. mengambil tindakan penertiban atas pemanfaatan tenaga listrik secara tidak sah.
(2) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, wajib:

a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan tenaga listrik;
b. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan ketentuan teknik, keselamatan ketenagalistrikan dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;dan
d. menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal  12
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Gubernur. 
Bagian kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri

Paragraf 1

Umum

Pasal 13
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, terdiri atas:
a. pembangkitan tenaga listrik;
b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
Paragraf 2
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
Pasal  14
(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih besar dari 200 (dua ratus) kVA yang fasilitas instalasinya di Kabupaten/Kota wajib mendapatkan izin operasi dari Bupati/Walikota.
(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih besar dari 200 kVA yang fasilitas instalasinya lintas Kabupaten/Kota wajib mendapatkan izin operasi dari Gubernur.
(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal  15
(1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, melengkapi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. identitas pemohon;
b. profil pemohon; dan
c. nomor pokok wajib pajak.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

b. diagram satu garis (single line diagram);

c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
d. jadwal pembangunan; dan        
e. jadwal pengoperasian.
(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
Pasal  16
(1) Permohonan surat keterangan terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenanganya dengan dilengkapi :
a. identitas pemohon;

b. profil pemohon;
c. nomor pokok wajib pajak;

d. tata letak lingkungan; dan

e. denah instalasi tenaga listrik.

(2) Surat keterangan terdaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. 
   Pasal  17
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin operasi, surat keterangan terdaftar dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Gubernur.

    Pasal  18
(1)  Izin operasi diberikan sesuai peruntukannya, meliputi:

a. penggunaan utama;
b. penggunaan cadangan;
c. penggunaan darurat;dan
d. penggunaan sementara.

(2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban

Pasal  19
(1) Setiap pemegang izin operasi berhak melakukan kegiatan sesuai izin yang telah diberikan.
(2) Setiap pemegang izin operasi, wajib:

a. melaksanakan ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian izin operasi yang ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
c. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal   20
Izin operasi dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Pasal   21
Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) harus diperbaharui, apabila :

a. terdapat perubahan peruntukan;
b. terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10% (sepuluh persen);
c. habis masa berlakunya; dan

d. dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Pasal  22
Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada  pemegang izin  usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum atau masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB  IV
HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK
Pasal  23
(1) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
(2) Harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
(3) Setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi dilarang menerapkan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
Pasal  24
(1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
(2) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.

(3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Gubernur atau Bupati/Walikota. 

Pasal   25
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB   V
INSTALASI TENAGA LISTRIK
Pasal  26
(1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:

a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan 
b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik. 

(2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. instalasi pembangkit tenaga listrik;
b. instalasi transmisi tenaga listrik; dan 
c. instalasi distribusi tenaga listrik.

(3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b,  terdiri atas:

a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal   27
(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.
(2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah  dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
(3) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dalam hal belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian sertifikat laik operasi diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB  VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal  28
Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Pasal  29
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
f. penggunaan tenaga kerja asing;
g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
h. pemenuhan persyaratan perizinan;
i. penerapan harga jual tenaga listrik, sewa  jaringan tenaga  listrik  dan tarif  tenaga listrik; dan
j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
Pasal  30
(1) Gubernur atau Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat:

a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. 

(2) Pelaksanaan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan atau pejabat teknis yang ditunjuk Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
BAB  VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31
(1) Setiap  orang  yang  melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 11 ayat (2),  Pasal 14, Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penutupan sementara usaha;

c. penutupan usaha; dan

d. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan/atau izin operasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
BAB  VIII
PENYIDIKAN

Pasal 32
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan kewenangan untuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik; dan
h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB  IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14, Pasal 23 ayat (3). Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh  juta rupiah). 

(2) Tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB  X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Izin usaha ketenagalistrikan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. 
BAB  XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.
	
	                     Ditetapkan di Denpasar

                      pada tanggal                         2013

                      GUBERNUR BALI,

                      MADE MANGKU PASTIKA
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pada tanggal                      2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN


LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI  NOMOR ......... TAHUN............
PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR........ TAHUN .........
TENTANG
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
I. UMUM
Tenaga listrik mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka Pemerintah Daerah maupun swasta menpunyai peran dan kewenangan dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik, pemerintah daerah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk meningkatkan kemampuan penyediaan tenaga listrik dan  dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat mempunyai kesempatan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik, yang mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan usaha penyediaan tenaga listrik , harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik, instalasi tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik.Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Gubernur atau bupati/walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “rencana umum ketenagalistrikan” antara lain memuat rencana pengembangan tenaga listrik dan kebutuhan investasi.

 Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi’ adalah jenis usaha meliputi:

a. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha;

b. usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan usaha; atau

c. usaha pembangkitan tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik dilakukan dalam satu kesatuan. 
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas. 

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
 Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan, termasuk dalam rangka menunjang kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga/badan usaha lainnya” meliputi perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17
         Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

        Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
         Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) 

persetujuan harga jual  dan sewa  jaringan tenaga listrik memperhatikan kesepakatan diantara badan usaha.
Pasal 24

Cukup jelas. 
Pasal 25
Cukup jelas. 
Pasal 26
Cukup jelas. 
Pasal 27
Ayat (1)

Sertifikat Laik Operasi atau disingkat SLO adalah Sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjamin bahwa instalasi listrik terpasang secara teknis aman untuk dipakai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas. 

Pasal 29
Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja asing dilakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf  i
Cukup Jelas. 
Huruf j

Cukup Jelas. 

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup jelas. 
Pasal 34
Cukup jelas. 
Pasal 35
Cukup jelas. 
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